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KATA PENGANTAR 

 

Buku “Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalan 

Perspektif Collaborative Governance” ini merupakan kumpulan tulisan 

yang dihasilkan dari penelitian dengan topik besar kebijakan 

kemiskinan. Pokok-pokok pikiran yang dikompilasi dalam buku ini juga 

pernah digunakan sebagai bahan presentasi di beberapa intenational 

conference yang dipublikasikan dalam bahasa asing (english). 

Gagasan yang ditulis dalam buku ini membahas isu kemiskinan 

sebagai fenomena masalah publik yang bersifat multidmensional dan 

kontekstual. Isu kemiskinan yang dibahas buku ini merujuk pada 

tantangan isu strategis Sustainable Development Goals yang menjadi 

fokus pembangunan global hingga tahun 2030. Pemerintah pusat hingga 

pemerintah Daerah diamanatkan mengamankan pencapaian target-target 

SDGs, dimana isu kemiskinan menempati posisi tujuan SDGs yang 

pertama. 

Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan memerlukan 

kolaborasi dengan dunia usaha dalam kerangka anggaran CSR 

(Corporate Social Responsibility) atau TJSLP (Tanggungjawab Sosial 

Lingkungan Perusahaan). Selain dunia usaha, kebijakan penanggulagan 

kemiskinan juga memerlukan kolaborasi dengan masyarakat sipil untuk 

pemberdyaan masyarakat. Efek kolaborasai multi aktor dalam kebijakan 

penanggulangan kemiskinan rentan memunculkan beberapa ekses yang 

tidak dikehendaki dn berpotensi kortra produksif. Fenomena tersebut 

dalam buku ini direpresentasikan dalam bahasan tentang efek patologis 

implementasi kebijakan peanggulangan kemiskinan.  

Pasca revolusi industri 4.0 menuju Society 5.0, kebijakan 

penanggulangan kemiskinan tidka dapat dilepaskan dari penetrasi ICT 

dalam pelaksanaannya. Penetrasi ICT menimbulkan isu digital poverty 
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sebagai akibat digital devide yang dialami oleh kelompok miskin. 

Dalam kondisi demikian broker informasi memainkan pernan penting 

sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha dengan 

kelompok miskin. Buku ini membahas isu tersebut dibawah kumpulan 

artikel yang membahas ICT dan kemiskinan. 

Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat 

umum yang berminat dnegan isu-isu kebijakan penanggulangan 

kemiskinan. 

 

Surakarta, Agustus 2019 

 

Tim Penulis 
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BAB I. 

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN DAERAH: TANTANGAN 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

 

The Sustainable Development Goals (SDGs) berlaku sejak 1 

Januari 2016 sampai akhir tahun 2030 dengan 169 target, sebagai 

kelanjutan dari kesepakatan Millennium Development Goals 

(MDGs) yang telah berakhir periodenya pada tahun 2015. Hasil 

penelitian pencapaian MDGs menemukan bahwa Perkembangan 

beberapa indikator pembangunan di Indonesia menunjukkan belum 

seimbangnya pembangunan, sektor ekonomi, sosial lebih dominan 

dan kurang prioritas pada lingkungan (Fauzi & Octavianus, 2014). 

Oleh karena itu era SDGs diproyeksikan lebih memberikan 

keseimbangan, supaya pembangunan peningkatan kualitas 

kesejahteraan bangsa tidak merusak hak generasi yang akan datang 

atas keselamatan bumi (Susilo, 2015). 

SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati 

dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs memiliki 

17 tujuan dengan 169 indikator. Peran pemerintah daerah sebagai 

pembuat kebijakan dan pelaksana di tingkat lokal berandil besar 

untuk mensukseskan tercapainya tujuan SDGs. Peran strategis 

tersebut dikarenakan pemerintah kota dan kabupaten (a) berada 

lebih dekat dengan warganya; (b) memiliki wewenang dan dana; 

(c) dapat melakukan berbagai inovasi; serta (d) ujung tombak 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program 

pemerintah. Pemerintah daerah diamanatkan oleh pemerintah pusat 

menyukseskan pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam tiga 

dimensinya, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan secara 

seimbang. Undang-undang Republik Indonesia no 25 tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-

undang Republik Indonesia no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah mengamanatkan bahwa: 

1. Dokumen perencanaan pembangunan daerah teriri dari (i) 

Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun 20 

tahun, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) untuk kurun waktu 1 tahun, (iii) Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. 

2. Prioritas pembangunan nasional wajib diintegrasikan ke dalam 

perencanaan pembangunan daerah Prioritas RPJMN (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional) harus diprioritas-

kan dalam RPJMD. 

Ketentuan yang di atur dalam kedua Undang-undang tersebut 

menjadi kerangka kerja bagi pencapaian target SDGs melalui 

program dan kegiatan pembangunan oleh seluruh pemerintah 

daerah di Indonesia. Salah satu tujuan dalam SDGs adalah 

"mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun (End poverty in 

all its forms everywhere)." Tujuan pertama ini memiliki 7 target, 

dimana cakupannya memuat elemen dari tujuan SDGs lainnya. 

Target dari tujuan pertama SDGs yaitu: 

a. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi 

semua orang di mana pun, di mana ukuran yang digunakan 

sekarang adalah mereka yang hidup dengan pendapatan 

kurang dari $ 1,25 perhari.  

b. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya separuh proporsi 

dari laki-laki, perempuan dan anak-anak segala umur yang 
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D. Prospek Pencapaian Tujuan SDGs “End Poverty”  

Prospek pencapaian SDGs, terutama tujuan pertama, yaitu 

"End poverty in all its forms everywhere" sangat prospektif di 

Indonesia. Faktor pendukung dari sisi demand side yaitu: (a) 

adanya Non Government Organization yang mengembangkan 

program kemiskinan dibantu lembaga donor; (b) adanya forum 

warga kelompok rentang yang didampingi NGO untuk penguatan 

kapasitas melakukan advokasi hak ekonomi dan sosialnya. 

Selain peluang keberhasilan, ada juga tantangan yang 

dihadapi dalam pencapaian tujuan SDGs, yaitu munculnya gejala 

patologi. Dari sisi pemerintah ditemukan gejala patologi reification 

of obligations and author dan patologi bureaucratic opportunism. 

Dari sisi masyarakat ditemukan Patologi Patronasi, klientilisme/ 

favoritisme, patologi komodifikasi suara warga, patologi 

makelar/broker. 
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BAB II. 
KERANGKA KOLABORASI 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

LINGKUNGAN PERUSAHAAN 

(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) 
 

 

A. Model Tata Kelola Kolabratif 

Akhir tahun 1990-an berkembang wacana collaborative 

governance, dimana pemangku kepentingan sektor publik dan 

sektor privat secara kolktif dengan lembaga publik terlibat berama 

membangun keputusan bersama yang berorientasi pada konsensus, 

dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan 

kebijakan publik atau manajemen publik. Definisi ini menekankan 

pada 6 krteria, yaitu: (i) forum diinisiasi oleh lembaga publik; (ii) 

partisipan dalam forum itu melibatkan aktor non pemerintah; (iii) 

partisipan terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan 

tidak dimintai pendapat oleh lembaga publik; (iv) forum dibentuk 

scear aformal dan ada pertemuan reguler; (v) forum bertujuan 

membuat keputusan melalui konsensus; (vi) fokus kolaborasi 

adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik (Ansell & 

Gash, 2007). Governance merujuk pada tindakan pengaturan dan 

pemerintahan, baik di sektor publik dan privat, sebagai suatu 
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No Regulasi Bagian yang Merujuk CSR 

Bumi melalui kewajiban perusahaan untuk 

memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan 

dan/atau pengembangan masyarakat sekitar.” 

10 Peraturan Menteri 

Negara Badan Usaha 

Milik Negara Nomor 

PER-09/MBU/07/ 

2015 tentang Program 

Kemitraan dengan 

Usaha Kecil dan 

Program Bina 

Lingkungan  

 

Sumber: Identifikasi data sekunder, 2018 
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BAB III. 
PATOLOGI AKUNTABILITAS SOSIAL 

DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN DAERAH 
 

 

A. Pengarusutamaan Pro-Poor dalam Perencanaan 

Daerah 

Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2013 tentang Penanganan 

Fakir Miskin berbasis Wilayah menyebutkan bahwa upaya 

penanganan kemiskinan bertujuan supaya terpenuhinya (i) 

Kebutuhan Dasar, (ii) meningkatnya kapasitas dan berkembangnya 

kemampuan dasar, (iii) meningkatnya kemampuan berusaha. 

Idakwoji dalam Aminu dan Onimisi (2014) menyebutkan bahwa 

konsep kemiskinan adalah multidimensional mencakup gejala 

ekonomi, sosial, dan politik. Perspektf ekonomi mengatakan 

kemiskinan sebagai kekurangan material yang diukur dari 

rendahnya pendapatan, sehingga kurang mampu memenuhi 

kebutuhan dasar. Dari pandangan sosial kemiskinan mencerminkan 

status yang rendah, kurang terhormat secara sosial, dan rentan 

termarginalkan. Dari pandangan politik, kemiskinan nampak dari 

kurangnya akses memasuki area kekuatan politik dan kurangnya 

akses pada pembuatan keputusan untuk mengalokasikan sumber 

daya publik. Mengacu pada varian pandangan para ahli tentang 
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profesi dan gender aktivis masyarakat dengan bentuk-bentuk 

patologi auntabilitas sosial dalam program penanggulangan 

kemiskinan. 

Kotribusi praktis kajian ini adalah memberikan saran 

penelitian ini, pertama perlu diimplementasikan data integratif 

yang disusun dari partisipasi warga melalui uji publik hingga 

tingkat Rukun Tetangga. Kedua, indikator penilai untuk 

menentukan kriteria kelompok sasaran penerima program 

kemiskinan perlu dipublikasikan secara transparan melalui 

berbagai media, sehingga membuka peluang akses monitoring dan 

kontrol publik berbasis masyarakat. Ketiga, data penjaringan 

kelompok sasaran keluarga miskin perlu dipublikasikan secara 

transparan untuk mendapatkan konfirmasi dan validasi publik 

secara langsung. Keempat, perlu peningkatan sistem pelaporan 

pengaduan masyarakat melalui peningkatan efektivitas Pos 

Pengaduan Masyarakat (Posdumas) di tingkat kelurahan dan di 

tingkat kecamatan. 
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BAB IV.  

PEMERINTAHAN LOKAL DAN 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
 

 

A. Pendahuluan 

Kemiskinan merupakan masalah global. Hampir setiap negara 

di dunia menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai 

prioritas pembangunan. Menurut United Nations (2007:46), 

tantangan kuncinya adalah bagaimana agar pertumbuhan mampu 

berimplikasi kepada pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan adalah 

pro-poor jika menggunakan aset dari yang lemah atau miskin. 

Mendukung bidang pekerjaan si lemah/miskin dan di area dimana 

si lemah/miskin tinggal atau hidup. Tersirat bahwa kebijakan 

terutama menekankan kepada sektor pertanian dan pembangunan 

masyarakat desa.  

Pendapat United Nations tersebut sangat beralasan. Realitas 

menunjukkan, desa merupakan kantong utama kemiskinan 

masyarakat, dari dulu sampai dengan sekarang terutama di negara-

negara berkembang. Dan desa identik dengan penduduk yang 

bercocok tanam atau menggantungkan hidup di sektor pertanian. 
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Daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah 

perkotaan dalam hal tingkat kesejahteraan penduduk, ketersediaan 

prasarana dan tingkat produktivitas pertanian, pendidikan, dan 

derajat kesehatan. Padahal sekitar 65% jumlah penduduk hidup di 

daerah pedesaan, sedangkan jumlah penduduk yang menetap di 

daerah perkotaan hanya kurang lebih 35% (Adisasmita, 2006:1).  

Terdapat dikotomi desa-kota. Di satu sisi, terkandung unsur 

kaya, industrialisasi, status yang tinggi; di sisi lain melekat label 

miskin, pertanian, dan status pinggiran yang rendah. Penduduk 

miskin di Indonesia selalu didominasi oleh penduduk desa. Tidak 

hanya jumlah penduduk miskin yang jauh lebih besar, tingkat 

kemiskinan di daerah pedesaan juga lebih parah daripada di daerah 

perkotaan. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks 

Keparahan Kemiskinan di daerah pedesaan jauh lebih tinggi dari 

pada perkotaan.  

Penanggulangan kemiskinan di tataran lokal dinilai strategis. 

Selain secara kuantitas dan kualitas kemiskinan di tingkat lokal 

sangat memprihatinkan, penyelesaian kemiskinan atau pembangun-

an yang dimulai dari bawah menurut banyak referensi dianggap 

tepat. Sehingga muncul banyak istilah, seperti membangun dari 

desa, membangun dari pingiran, dan sebagainya. 

 

B. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan  

Pendefinisian kemiskinan relatif mudah ditemukan. Pengertian 

mengenai kemiskinan demikian beragam dengan berbagai 

perspektifnya. Bappenas mengartikan kemiskinan sebagai kondisi 

dimana seseorang/sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, 

tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan 

dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak dasar 

tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, 
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Ketiga, penanggulangan kemiskinan desa bukan perkara mudah 

dan murah. Harus ada langkah konkret dari pengambil kebijakan di 

pemerintah tingkat atas dan stakeholder desa yang lain untuk 

memberikan peluang bagi desa untuk membangun dan kesempatan 

masyarakat untuk berdaya, antara lain melalui pengalokasian 

sumber daya yang memadai bagi desa dan masyarakat desa. 

Keempat, UU Nomor 6 tahun 2014 memberikan harapan baru bagi 

penguatan kelembagaan pemerintah desa. Peluang itu harus 

dimanfaatkan lembaga pemerintah desa dengan cara memperkuat 

kapasitas sumber daya manusia. Kelima, Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) dapat menjadi institusi yang diandalkan untuk ikut 

berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan desa. Sehingga, 

desa perlu membentuk dan mengembangkan BUMDes sebagai 

pilar ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi desa dan 

masyarakat desa. 
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BAB V 

PERAN AKTIVIS MASYARAKAT SIPIL 

UNTUK KEMISKINAN DAERAH: 

KOMODIFIKASI? 
 

 

Active citizen merepresentasikan kemampuan warga secara 

individual maupun kelompok untuk memperjuangkan tiga domain 

isu yaitu: (a) partisipasi warga memberikan kontrol kepada 

pemerintah dalam aksi kolektif; (b) mendorong pembangunan 

berbasis hak dasar warga (right based development); (c) pelibatan 

warga pada proses politik untuk menghasilkan pemerintahan yang 

efektif (Green 2008: 12, 19; Clarke and Missingham, Dalton, 2006, 

Peter P. Houtzager & Arnab K. Acharya).  

Pentingya peran active citizen diyakini meningkatkan 

efektivitas dan responsibilitas pemerintahan melalui negosiasi dan 

pernaytaan suara warga. Mereka adalah warga yang melek 

informasi dan mampu mengorganisir diri untuk mepengaruhi 

proses kebijakan pemerintah. Active citizen mengangkat isu 

promosi harapan publik dan pelibatan partisipasi warga dalam 

proses kebijakan (Brynard, 2008, Houtzager & Acharya, 2010). 

Active citizen juga diyakini meningkatkan kualitas akuntabilitas 

sosial dalam penganggaran publik sehingga dapat menekan risiko 

penyimpangan penggunaan anggaran publik untuk kepentingan 
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Source: Daa Analysis (2015) 

Gambar 5.1. The Cause-Effect Active Citizen-Klientilism/ 

Petronage Paradox  

 

Berdasar hasil penelitian di kota Surakarta ini, kebutuhan 

kajian selanjutnya adalah diperlukannya bagaimana meningkatkan 

kualitas active citizen sehingga sehingga mampu mengendalikan 

forum konsultasi publik sebagai ruang otonomi warga melakukan 

monitoring dan kontrol. Dengan kata lain, bagiamana menggeser 

wacana akuntabilitas sosial ke arah accountability as answerability 

sesuai preferensi nilai kepublikan warga.  
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BAB VI 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DALAM PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN1 
 

 

A. Pendahuluan 

Isu kemiskinan menjadi sebuah hal yang semakin krusial. 

Tidak bisa dipungkiri permasalahan kemiskinan telah menjadi 

masalah internasional. Publikasi yang dirilis Bank Dunia dalam 

laporan Poverty and Shared Prosperity akhir tahun 2016 

menunjukkan 10,7% dari populasi global berada dalam jurang 

kemiskinan. Tercatat 767 juta orang hidup di bawah garis 

internasional kemiskinan (Laucereno, 2017). Dengan pertimbangan 

bahwa kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara di 

dunia ini, maka agenda pembangunan berkelanjutan atau disebut 

dengan Sustainable Development Goals (SDGs) menyatakan no 

poverty (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini 

berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam 

bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia.  

 
1  Ditulis oleh Yunita Mega Kristiani dan Rutiana Dwi Wahyunengseh, pernah 

dipresentasikan dalam Seminar Nasional Administrasi Publik, FISIP Universitas 
Sebelas Maret, 12 Juli 2018 
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Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut adalah diperlukan 

meta analisis penelitian tentang penyimpangan atau permasalahan 

yang ditemuai dalam program penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan masyaraakat, ditinjau dari aspek gender, 

kelompok usia, dan kwilayah desa-kota.  
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BAB VII 

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI 

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN2 
 

A. Pendahuluan 

Kemiskinan menjadi isu utama negara-bangsa di dunia dan 

setiap negara mencoba untuk mencari solusi dan solusi itu 

melahirkan berbagai kebijakan (Suharto, 2013; Nurhasim, 

Rahman, Cahyono, & Wiratama, 2014). Dokumen Transforming 

Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development 

menempatkan isu kemiskinan (poverty) sebagai target pertama 

dalam pembangunan berkelanjutan yang berarti bahwa pada tahun 

tersebut dunia berkomitmen untuk mengakhiri segala bentuk 

kemiskinan pada tataran global. Pemerintah juga tengah 

mengupayakan agar angka kemiskinan nasional terus menurun 

hingga mencapai single digit di kisaran 7,0-8,0 persen pada akhir 

tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam lembaran Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. 

Akankah target tersebut tercapai? Pasalnya rilis terbaru World 

Bank (Bank Dunia) menyebut bahwa estimasi kemiskinan dunia 

 
2 Ditulis oleh Subekhan dan Rutiana Dwi Wahyunengseh, pernah diprsentasikan dalam 

Seminar Nasional Administrasi Publik, FISIP Universitas Sebelas Maret, 12 Juli 2018 
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BAB VIII. 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

UNTUK KEMISKINAN ANAK DI ERA 4.0 
 

A. Pendahuluan 

Isu kemiskinan anak penting dikaji karena berdampak pada 

masa depan bangsa, secara khusus di era $.), dimana kehadiran 

teknologi informasi banyak menggeser pekerjaan buruh dengan 

tenaga robot dan kecerdasan buatan, serta menggeser usaha retail 

menjadi toko online. Perubahan ini menggeser peluang kerja bagi 

keluarga miskin yang biasanya melakukan fungsi kerja buruh dan 

pelayan toko.  

Terkait dengan hal ini, maka kebijakan penanggulangan 

kemiskinan responsif anak mendesak untuk dilembagakan. 

Kebijakan kemiskinan responsif anak hanya dapat dihasilkan jika 

aktor penyusun kebijkan dan implementornya memiliki sensitivitas 

khusus tentang isu kemiskinan anak. Oleh karena itu artikel ini 

menyajikan analisis wacana sensitivitas kemiskinan anak pada 

aktor-aktor kebijakan di salah satu kota di Indonesia. Dalam era 

democratic governance, aktor kebijakan bukanlah domain 

pemerintah semata, namun juga melibatkan pemangku kepentingan 

lainnya, diantaranya dunia usaha. Kebijakan publik yang baik 

adalah kebijakan yang visioner, artinya bersifat antisipatif terhadap 

tantangan jaman sebagai variabel dinamis kebijakan. Era industri 

4.0 merupakan salah satu tantangan jaman yang perlu diadaptasi 
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BAB IX. 

PERAN BROKER INFORMASI 

MENJEMBATANI KESENJANGAN 

DIGITAL KELOMPOK MISKIN DI ERA 

PEMERINTAHAN DIGITAL 
 

 

A. Pendahuluan 

Artikel ini membahas tentang masalah resiko komunikasi 

kebijakan publik berbasis teknologi informasi di era government 

5.0 bagi kelompok miskin. Era government 5.0 adalah tata kelola 

pemerintahan di era society 5.0. Istilah society 5.0 dipahami 

sebagai tahapan kelima setelah perkebangan tatanan kemasyaraka-

tan, yang diklasifikasikan menjadi era: (i) berburu, (ii) bertanam, 

(iii) industri, dan (iv) masyarakat informasi. Society 5.0 meng-

gambarkan suatu kondisi dimana masyarakat leluasa mengejar 

berbagai nilai secara kreatif untuk mengatasi berbagai hambatan 

dan keterbatasan yang ada. Pelaku utama di Society 5.0 adalah 

manusia, yang berkreasi dengan memanfaatkan teknologi untuk 

memecahkan isu-isu sosial sembari menjaga harmoni dengan alam 

[1]. 
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information broker. Forum komunikasi dan diskusi online tersebut 

perlu ditindaklanjuti dnegan olah data dan analisis feedback dari 

jaringan komunikasi tersebut. Keempat, pemerintah perlu 

menyediakan tempat untuk coworking space di area publik yang 

strategis, dilengkapi dengan jaringan internet dan device untuk 

membantu masalah digital devide bagi kelompok miskin. 

Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah perlunya 

systematical review tentang penelitian komunikasi pemerintah 

untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan di kalangan 

kelompok miskin dari perspektif government 5.0. 
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BAB X. 
KOMUNIKASI LINTAS PELAKU UNTUK 

SINERGITAS KEBIJAKAN 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN: 

PEMBELAJARAN DARI KOTA 

MAGELANG 
 

 

A. Latar Belakang 

Di era collaborative governance, penanggulangan kemiskinan 

merupakan tanggungjawab bersama pilar governance ABCG 

(Akademisi, Bisnis, Civil society, Government). Dalam teori 

governance pemerintah dituntut kemampuannya membangun 

dukungan kuat dalam mengelola kepentingan publik di bawah 

keterbatasan internal maupun eksternal. Oleh karena itu pemerintah 

daerah perlu mengembangkan perspektif baru tentang perubahan 

peran pemerintah dalam berinteraksi dengan unsur (i) pemerintah 

dalam negeri; (ii) antar negara, (iii) dunia usaha; (iii) masyarakat. 

Kota Magelang menempatkan isu kemiskinan sebagai 

prioritas pemabangunan daerah dan memiliki Peraturan Daerah 

Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penanggulangan 

Kemiskinan. Sebagai payung kolaborasi dengan dunia usaha dan 

akademisi Kota Magelang sudah memiliki Peraturan Daerah 

Nomor 11 tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 
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